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WALIKOTA KENDARI
WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR {2 TAHUN 2015

TENTANG

'ATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah mengamanatkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan umum yang dapat

+ ditingkatkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah
adalah pelayanan keseh:tan;

bahwa Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD} Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagai upaya
peningkatan kesehatan perorangan dengan prioritas
kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif;

bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan kinerja Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD} Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Kendari perlu pengaturan
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata
kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [I Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor £, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Jndang-Undang Nomor 3€ Tahun 2009 Tentang
Kesechatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063},

Undang-Unuang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum
Dacrah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
159.b/Menkes/Per/1l/ 1988 tentang Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1045 /Menkes/ Per/X1/2006 Tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen
Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
228/Menkes/SK/Il/2002 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RSUD yang
wajib dilaksanakan daerah tanggal Maret 2002
Keputusan Menterl Kesehatan Nomor
772/ Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal RSUD (Hospital By Laws) tanggal 21 Juni
2002
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
631/Menkes/SK/1V/2005 tentang Pedoman Pzraturan
Internal Staf Medis {Medical Staff By Laws) di RSUD
tanggal 25 April 2005

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

129 /Menkes/SK/11/2008 Tentang Standar Pelayanan
Mini mal RSUD tanggal 6 Februari 2008;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Per/02/M.Pan/1/2007 Tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Tenlung Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintah vang Mernjadi Kewenangan
Pemerintal, Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan LCaesrah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Kendari Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota
Kendari Noemor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Oiganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota kendari (Lembaran :Daerah Kota Kendari Tahun
2014 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pembsntukan dan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah

Sakit Umura Daerah Kota Kendari.



MEMUTUSKAN:

ERATURAN WALIKOTA XENDARI TENTANG POLA TATA
ELOLA BADAN LAYANAMN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Daerah.
alah Walikota Kendari.

i Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang
kepada sescorang baik bersifat promotif, preventif, kuratif

elolaan Keuangan Badan lLayanan Umum Daerah yang

tKelola Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum
gialah peraturan yang mengatur tentang hubungan, hak dan
ari Direktur dan Staf Medis di RSUD.

engawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan
dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai

atas Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Bidang serta Seksi.
gsional adalah kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung
enaneg dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan



bekerja purna Waktu maupun paruh waktu di unut

B mah sakit.
at adalah mereka yang karena prestasi dan perilakunya

érmal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani
gan usaha pelayanan penyukit dan mental untuk menjadi

alah tempat staf medis menjalankan profesinya, yang dapat
stalasi, Bagian atau 3idang.

. adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya
ketua kelompok staf medis dan atau yang mewakili, memiliki

akukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
irektur untuk memngkatkan kinerja pelayanan, keuangan
h lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam
gg? akan bisnis yang sehat.

i m1mst1a:>1 adalah orang atau sckelompok orang yang bertugas
ddmlmstra& perkantordn guna menunjang pelaksanaan

rawatan adalah sekelompok tenaga keperawatan dan bidan
taannya dipilih dari dan oleh tenaga keperawatan/kebidanan
idukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.



ngsional Keperawatan yang selanjutnya disingkat dengan
sekelompok tenaga keperawatan yang bertugas di instalasi
fungsional.

ﬁgalah tenauga medis yang memiliki izin praktik dan sertifikat
i bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD Kota
an' diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di

ikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
h melakukan upaya kesehatan.

ehatan adalah tenaga profesi lain di luar tenaga kesehatan
dikan diri serta memiliki pengetahuan dan /atau

alah bagian dari rurmah sakit yang bertugas

ggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
k melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit
ipegang oleh pemimpin Rumah Sakit atau disebut Direktur.
SUD Kota Kendari adalah peraturan dasar yang mengatur

umber Daya Manusia dengan prinsip transparansi,
responsibilitas dan independensi.
nis dan Anggaran Rumah Sakit yang salanjutnya

: Pelaksanaan Anggaran RSUD Kota Kendari yang
disebut DPA-RSUD Xota Kendari adalah dokumen yang
gpaMn dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas

45 gahan dan Pengendahan Infeksi selanjutnya disingkat PPI
ip k kerja yang dibentuk untuk melakukan pencegahan dan

g feksi di Rumah Sakit.
s e SEhatan dan Keselamatan Kerja selanjutnya disingkat K3 adalah




tépada Direktur Rumah Sakit yang beranggotakan seluruh unit
gﬂ ah Sakit.

hﬁ dan Hukum adalah wadah profesional yang keanggotaannya
' . Ketua Staf Medis Fungsional atau yang mewakili dan
ngsional lainnya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

akuntabel serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
ﬂcan' harmonisasi tata Kkerja, prosedur kerja, tugas dan
' Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah

| suatu tatanan penyelengaraan Rurnah Sakit yang efektif,

berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi,
ihtas dan independensi.

ftikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan selurul aktivitas

ia Kendars.

BAB III
POLA TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 3

adalah RSUD Kota Kendari, jenis dan kelas RSUD Kota
,RSUD Tipe C beralamat di jalan Brigjen Z.A Sugianto Nomor
4%’ Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan
Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/1/1857/12 tanggal

? Bagian Kedua
; i, Misi, Motto, Tujuan Strategis, dan Nilai-Nilai Dasar
RSUD Kota Kendari

Pasal 4

D Kota Kendari adalah memberikan pelayanan kesehatan
1 yang setinggi-tingginya bagi peningkatan derajat kesehatan



Aﬂm’i t
RSUD Kota Kendari adalah sebagaJ berikut :

Pasal ©

Kendari merupakan unsur pendukung tugas Walikota Kendari
layandn kesehatan dalam pencapalan tuJuan Pemerintah




: _akan pclayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah

Pasal 7

[_:éraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
5 étan
elenggarakan pe.ayanan medis;
h_enggarakan peiayanan penunjang medis dan non medis;
'lenggarakcm pctayanan nn asuhan keperawatan;
ienggarakan pendidikan dan latihar;
lenggarakan administrasi dan keuangan,
k) lenggarakar. penelitian dan pengembangan.

BAB IV

Pasal 8

i ta.h daerah  berdasarkan kewenangan yang dimilikinya
g jawab kepada masyarakat Kota Kendari atas kelangsungan
ajuan dan perkembangan RSUD Kota Kendarl.

daerah bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi

in'keschatan secara profesional dan bertanggung jawab.
Ak daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

erletapkan aturan BLUD RSUD Kota Fendarl
cmb ntuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

crlka_n bdl‘lkbl kepada pegawai yang melanggar ketentuan
perunidang- undangan dan memberikan penghargaan
a pegawuai \ mg berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan

el udlt secara independen.
%h daerah bertanggung-gugat atas terjadinya kerugian pihak lain
paswn) akibal kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan



BAB V
DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

aya mewujudkan pelayanan yeng baik di BLUD RSUD Kota
[ _bf:ntuk Dewan Pengawas.

ngawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit
uktural yang bersifat independen.

: Péngawasan merupakan organ yang bertugas melakukan

f; serta memberikan saran dan catatan penting untuk
juti olch pejabat BLUD RSUD Kota Kendari; dan

J g as berwenang:
rﬂ? buku-buku, surat-surat dan dokumen;

ata gkan ah't, konsultan dan ,/ atau Lembaga mdependen lainnya
ipérlukan;

si pelaksinaan kendali rautu dan kendali biaya;

w“fgasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

gpiaasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

Lt

g_,af,yasi keputusan penerapan etika Rumah Sakit, etika
bk’ dan peraturan perundang- undangan yang berlakul,

=




1 ¢
-j -engawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis

) :_ﬁ Wahkota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-

. %
3

i i'umah Saku
gg:} Dewan Pengawas adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

‘ ’4 jang Jagi untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

gmelakukan perbuatan hukum dan belum pernah menjadi anggota
atau Komisaris  atau Dewan Pengawas yvang dinyatakan




anggota Dewan  Pengawas  sebelum waktunya
imaksud pada ayat (4}, apahila:

u ,mclaksandl\dn ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
| %bat dalam tir.dakan yang merugikan BLUD RSUD Kota Kendari;

‘f g% fsan atas BLUD RSUD Kota Kendari.
Pasal 16

'pat mengangkat  Sekretaris Dewan Pengawas untuk

BAB VI
KELEMBAGA/AN

Bagian Kesatu
Prinsip Kelembagaan

Pasal 18

nsip kelembagaan PPK-BLUD RSUD Kota Kendari didasarkan

ganisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang Logis

laan sumber daya manusia dengan prinsip transpaiansi,
esponsibilitas dan independensi.



Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Organisasi Pejabat Pengelola

Pasal 19

RSUD Kota Kendari adalah Pimpinan RSUD Kota Kendari
jawab terhadap kinerja operasional RSUD Kota Kendari,

Direkuur; '
gan yailu Kepala Bagian Tata Usaha; dan
inis  yairu  Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang

jang Non Medik, Rekam Medik dan SIRS, membawahi :
ks unjang Non Medik;
1éi&Rel{an'l Medik dan bIRb

lhan Keperawatan dan Logistik.

Paragraf 2
Pengangkatan Pejabgt Pengelola

Pasal 21

__éngan dan non keuangan berdasarkan kaedah-kaedah
rang bail..

ngelola dan  Pegawai BLUIDD RSUD Kota Kendari dapat
1:Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang
suai dengan kebutuhan.




Paragraf 3
Kepegawaian

Pasal 22

Pasal 23

Ringkatan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari
*chg"m Sipil disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
nitentang kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berlaky;

tan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari

Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi,

Pasal 24

Sa.klt berkewajban memberikan perlindungan terhadap seluruh
Rﬁmah Sakit dtng’m membenkan fasilitas keselamatan kerja yang

Pasal 25

wajib mengikutsertakan seluruh Pegawai Non PNS kedalam
iilan sosial l¢naga kerja

Paragraf 4
Remunerasi

Pasal 26

asiiddalah imba-an kerja yang dapat berupu honorarium, insentif,
prestasi svung diberikan kepeda Dewan Pengawas, Pejabat




Pasal 27

il engelola rumah  sakit, Dewan Pengawas, Jckretaris Dewan

(, Ce . . . . .
wasj dan pegawai RSUD Kota Kendari dapat diberikan remunerasi
’dengan tingkar tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme vang

asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan
dapat berupa honorarium, insentil, bonus atas prestasi kerja.
rasi bagi [Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

_31 sebagalmana dimaksud pada ayat (l), ditetapkan meh

ot berdasarkan  usulan Pimpinan RSUD Kota Kendari melalui

Pasal 29

dan pegawai RSUD Kota Kenda- vyang
pokok dan tunjangan mengikuti peraturan
tentang gaji dar tunjangan PNS serta dapat

gajl

prinsip kepatutan sesuai dengan ketentuan



Pasal 31

Paragraf 5
Peaganggaran

Pasal 32

is BLUD RSUD Kota Kendari.

A RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
1 prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntensi
efilirut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan
yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain,

Pasal 33

Pasal 34

: agalmana dimaksud dalam Pasal 33, memuat :
Qr]a_ ahiin berjalan;

akro dan mikro;

kinerja'

aimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan
pkegiatan, siandar pelayanan minimal dan biaya dart keluaran




Pasal 35

syangan tahun berjalan; dan
g periu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian

"g'pencapaian kinerja pelayanen; dan

T‘[&lgeuangan pada tahun yang d rencanakan.

Paragraf 4
Persyaratan Pejabat Teknis

Pasal 36
pat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan adalah
mum dan / atau dokter gigi dan / atau seseorang yang

Pasal 37

at diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang Non Medik,
,ﬂéin SIRS adalah seseorang yang memenuhi kriteria keahlian,
"ﬁ&fiﬁmpinan, pengalaman serta memiliki latar belakang
Aol p’a“’ﬁng rendah  Sarjana Strata 1 (satu) dan mermpunyai

memenuhi  kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan,
a memiliki latar belakang perididikan paling reridah Sarjana
i bidang kesehatan dan / atau Keperawatan Ners dan
alaman di bidang pelavanan keperawatan.




Pasal 39
at diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha adalah
empunyai. kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan,

wé i memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana
§!h1] dan mempunyai pengalaman di Bidang umum dan

Pasal 40

emimpinan, pengalaman serta memiliki latar belakang
omi Manajemen / Akuntansi paling rendah Sarjana Strata 1

Pasal 42
9: at diangkat menjadi Kepala Sub bagian Perlengkapan dan
eotang yang mempunyai kriteria keahlian, integritas,

-L. engalaman serta memiliki latar belakang pendidikan paiing
trata | (satu) dan mempunyai pengalaman di Bagian

Pasal 43

unia;

kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah

¢ alam suatu perbuatan yang melanggar hukum.
:":ilan PCJdl)d[ Pengelola dcm Pegawa1 BLUD RSUD Kota




.
i

Paragraf 6

calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis
ota sesuai ketentuan,;

i UD RSUD Kota Kendart dalam melaksanakan tugas dan
1 'g'eb_ gaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai
awab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 45

pengikatdn kerja sama dengan pihak ketiga dengan

Pasal 46
‘ata Usaha dan para Kepala Sub bagian, mempunyai tugas

asikan penyusunan R3A;
DPA-BLUD;

I ggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

sara<an akuntar.si dan penyusunan laporan keuangan.

Tata Usaha dan para Kepala Sub bagian, dalam
tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
_ f flingsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.




Pasal 47

Bidang Pelayv nan, Kepala Bidang Penunjang Non Medik, Rekam
anSIRS serti. kepala Bidang Keperawatan selaku Pejabat Teknis,
punym tugas dar xewajiban :
Her"-'sun perencunaan kegiatan teknis di bidangnva.
'a‘nakan kcg, itan Lekmb sesual RBA dcm

am Medik dan SIRS serta Kepala Bidang Keperawatan
ana  dimak-ud pada ayat (2}, berkaitan dengan mutu,

1 Pasal 48

' ‘ - |

A gas,_[_kewab'm ¢un fungsi serta kewenangan sebagaimana dimaksud
%saf_% dan P..al 45 Pejabat Pengelola juga mempunyai tugas,
i dgn fungst :-bagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota
K omor 35 Tahuu 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi RSUD

Pasal 49

BLUD Rs 1) Kola Kenduri merupakan Pejabat Pengguna
;/Barang Dae b
al Direktwr 3LUD RSUD Kota Kendari sebagaimana dimaksud
tlya\t (1), berasal wari Non PHS, Pejabat Keuangan BLUD RSUD Kota
wajib  berws. . dari PNS yang merupakan Pejubat Pengguna
fBarang, sy

BAB VII
PROSEDUR KERJA

Paragraf 1
Tata Kerja

. Fasal 50
!
pmelaksciakanr tugos  sctiap pimpinan umit organisasi  dan
tetaga b osional waph menvrapkan  prinsip koordinasi,

dan sinkicinsasi baik dalam  lingkungan masing-masing
antar satiian  reganisasi di hngkungan pemerintal, dacrah serta
mstansi lain 1 luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas



nan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
l,. g dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
‘ diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

L

mﬁpman organisasi bertanggung jawab memimpin dan
gc? asikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
k bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

HpImpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
] 11petunjuk dan bertanggung jewab kepada atasan  masing-

wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
aporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk

Paragraf 2
Kepegawaian

Pasal 51

mah Sakit yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil
dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atan
kontrak.

Pasal 52

tan dan pemberhentian Pegawai Rumah Sakit yang berasal dari
g%éal Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi,
,J_E sme, ekonomis dan produkti{ dalam meningkatkan pelayanan

‘Ir\ 1yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 53

berkewajibay, memberikan perlindungan terhadap seluruh
Sakit dengan memberikan [asilitas keselamatan kerja yang




BAB VIII

Bagian Kesatu
Pengelompokan

Pasal 54

‘pe laksana fungsi pendukung BLUD RSUD Kota Kendari
" Fungsn Pendukung Pengawas Internal Dan Fungsi Pendukung
, Komite Keperawatan, Komite PPlL, Komite K3 serta Komite

Bagian Kedua
Fungsi Pelayanan

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 55

paya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan
,erta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk
: _,i merupakan unit pelayanan fungsional,

jian Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
v yutusan Direktur;

‘hagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Rawat Jalan;

Instalasi  didasarkan atas analisis organisasi dan




i 11mp1n oleh seorang Kepala Instalasz dan pejabat fungsional
\1, "d1angkat dan d1berhent1kan oleh D1rektur.

;“,ﬁ,‘ ,; memantau atau mengevalua31 serta melaporkan kegiatan
WIenYditinstalasi masmg-masmg

. g -

Paragraf 2
Jabatan Fungsional

. - Pasal 57

T i e P E e = W e T, ST L

‘ _ U abatan Fungsmnal terdiri ‘dan sejumlah tenaga kerja

, - Ucyang - terbagi - atas berbagai kelompok'" ‘Jabatan Fungsional
' ; bidang keahliannya; -

ga ;. fungsional sebagmmana” dimaksud pada ayat (1)

aljverdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada;

npdlle abatan Fungsmnal bertugas melakukan kegiatan sesuai

|l]~g1!"i ] -’MF" . .‘_ 1 -

Bagian Ketiga - - =
Fungsi Pendukung -

Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal . - -

-k

Pasal 58

‘gawasan Interna] adaJah Kelompok Jabatan Fungsional yang
elaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya

awasan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di
f bertanggung jawab kepada Direktur.
A Pengawas Internal terdiri dari tim,audit bidang keuangan tim
dar g non keuangan, serta tim aud1t b1dang lainnya sesuai dengan
it} mah sakit T GEED E R ‘f‘\-‘i SR LT TR
MigOrganisasi dari Satuan Pengawas:Internal terdiri dari 1 (satu}
a, 1- (satu) orang sekretanst-“dan beberapa orang anggota,
sa kerja 3 tahun. s seeips s :
lebih lanjut mengenai . orgamsasz dari Satuan Pengawas
] i;petapkan dengan keputusan Direktur.
0 san terhadap pengelolaan © sumber- daya Rumah Sakit
mina dimaksud dalam. ayat: (1), ~yaitu, meliputi pengawasan
engelolaan Sumber;: Daya qManys1a, -Sarana dan Prasarana,
elayanan serta:: ;audﬁlin;istras'i "clain-;-_,"Kéiikangan Rumah Sakit.

tu~Menciptakaii® sisten pengendallan‘. mtérn yang efekhf di

aklt" “dan memastlkanmbahwa ‘perigendaian intern tersebut

d patuhl, melalui. keglataﬁ"j'ang telah terprogram dan terencana,
i‘dengan ketentuan yang berlaku:

) ‘penilaian terhadap sitem pengendahan intern yang berlaku
laksanaannya di semua keglatan, fungs1, dan program rumah
g mencakup ¢ L Lo

4 4, f_- =

e s wailie frgvemfine.s, Sl e




'

atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-
iNdangan yang berlaku. e

A4 gian tentang eﬁs1ens1, efektlﬁtas- dan ekonomis dari
,gf- sarana, dan prasarana ..serta manfaat yang
i "“Eanakan dari suatu; keglatan atau -program RSUD Kota
eliisian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya
ganusia di RSUD Kota Kendari.', .

iRiaktikan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen
tesiko (risk management) di lingkungan RSUD Kota Kendari.

i‘[[‘i, dakan koordinasi dengan auditor eksternal.

Ay‘usun peratura.n rurnah saklt d1 ‘bidang audit serta pedoman-

bt

an secara tertuhs kepada direktur,

tau, mengevaluasi, dan.menganalisis tindak lanjut atas

endasi hasil aud1t yang telah d1setu_1u1 oleh Direktur.
Paragrafz RS

_ Komite Medlk '

Pasal 59

ng bekerja di Rumah Sakit;

ik berperan dalam merekomenda31kan pembenan izin
pelayanan medis di_ rumah sakit_termasuk rinciannya,
kompetens - dan etlka profesﬁ serta-"menegakkan disiplin

i
m

merupakan organlsas1 non struktural yang dibentuk di
oleh Direktur. ¥ 5 st e = ¢ »orips s

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menjalankan masa

: g’dan wakil ketua dipilih secara demokratis dalam rapat pleno
O pué ketua kelompok staf medis.

= - .c__ Tt e -

emberikan lap;);an kégiat:eﬁ:l ulucepad;Direktur.

R

Bagian Kesebelas
Kepengurusan Komite Medik

Pasal 62




R _Pasal 63

ghfim by Hen —ERT o

{iu .—.z— -
"r—*r-r.:*"
o 1— ---

- komité med:k adalah:
Vil iTU edibilitas yang tinggi' dalam profesinya;

Wiseei ilmu profesinya dalam Jangkauan ruang lingkup, sasaran
yang luas; A Cid

¥

perkembangan perumahsak1tan,

- [P, FUVEUR T

Pasal 65 . .

L
:i'&ﬂ@ {¢tua Komite  Medik dlperlukan maka dapat diusulkan oleh
;ﬁ’ e ik dan ditetapkan oleh Direktur.

_ = Pasal 66

i
“"lL_ ah dokter terbatas di RSUD Kota Kendan, maka sekretaris
1: d1p111h dari salah satu anggota kormt_e medik.
mite medik dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite.

i

hlstram atau staf sekretanat purna"'waktu (full time).

Je

Bagian Kédua‘ be:lé.s‘ R
Fungsi dan Tugas Komite Medik

1z M

o

Pasal 67

3

-
v
'
¥

it

nJQ ed:k meliputi :
I , kan kepada Direktur terkait dcngan praktlk dokter;
ékeglatan pelayanan medis; |, © i

L B T T

hal yang berkaitan dengan: etik - kedokteran, dengan
ub komite et1k di bawah komite medik; = =

‘bldang lain dengan ‘membentuk etik




B L TV

"'embinaan etik profesi, disiplin profesi dan mutu profesi:
T jangan profe31 antar kelompok staf medis;

S BT SRR

ktur menyusun kebgakan dan prosedur yang terka1t dengan

?t kematian dan angka kesakxtan dan
fﬁp atau audit medis melalui pembentukan sub komite.

Bagian Ketiga Belas
. Kewenangan Komite Medik _

PR - 1

O ="

Pasﬂ 69-

o gR. aRE

N —_, o by G :,; sesuai - yang— tercantum di dalam

e =t rayie e

_‘ pembinaan “etika profe51 ‘ serta mengatur profesi
T4 anf'ar kelompok staf medis, & e

klinis yang mempunyai tugas menangam kasus
dik yang melakukan koordmas1 lintas profes1, antara la1n ,

~EONFATTINiT
']
[
x




Mfiperaturan internal medis;

eﬁgenaagﬁ;ﬁ"m Kliniks™™
eriatri.

Bagian Keempat Belas -
' Pertanggungjawaban Komite Medik

ot - anETe s

. Pasa_l 70 . .f

2

oAy

;‘at standarisasi untuk : . -

+
i
|

-

,,Y
s wieadl m

R

Bagian Kelima Belas ™"
" Tata Ker_]a Kom1te Medik

N
l...

te medik secara admzmstratlf meliputi :

kormte medik yang dllaksanakan pahng sedikit 1 kali setiap

Pelayanan

mendesak

. termasuk




-tenaga dokter serta’ pengaturan penyampaian informasi
) ak luar perkumpulan profes:,dan pzhak non profesi seperti

© ispere

“5" .
!

Bagian Keenam belas
Sub Komite

pas5173 o

A ¥

i L ITTIEES LT

ite mutu profesr dan )
te etika dan dlslphn profesi;_

B

: li'asa-!’l '75. : JL

,....|,... -

DR ub komite terdiri dar1 N
3t gkap anggota, L

¢ tetapkan oleh D1rektur atas usul ketua komite medik;
ia sanakan keglatannya sub ko:rmte menyusun kebijakan,
:.prosedur kelja' A

\.@». i




taspkerja selama 1 tahun; dan -
il da51 untuk tahun anggaran berlkutnya

Pasal 79

Bagian Kesembilan’
Komite Keperawatan

FS T

o

Pasal 80 -

MANNya.

‘ﬂﬂ EF] eein s '

- ’éperawatan terd1r1 ‘dari Ketua dan 3 sub’ kom1te yvang terdiri
omite Kredensial, Sub Komite Mutu Asuhan, Sub Komite Etik
nsur Ketua dan 3 Sub Komite. merupakan jabatan non
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Komite Keperawatan mempunyai masa bakti selama 3 (tiga)
'sesudah masa bakti akan diadakan pemilihan kembali.
¢rawatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
enyusun Standar Pelayanan Keperawatan dan memantau
melaksanakan etika profesi, mengatur kewenangan profesi
By mengembangkan program pendidikan dan pelatihan serta
i) dan pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan dan
?Tmasukan kepada Bldang Pelayanan penhal pengembangan
BIkeperawatan. - P

e aksanakan tugas Komite Keperawatan d1samp1ng dibantu oleh

anifKetua Komite Keperawatan berdasarkan pertlmbangan Kepala
i.(a' Watan
Jalankan tugas, Komite Keperawatan dzharapkan selalu menjalin

B -mm ‘ck— TN .'
- Paragraf 3
ST Komite PPI

adalah’, kelompok’ tenaga. fungmbné.l?fi baik medis, maupun
..«,yang. bertugas melaksanakan  kegiatan dalam rangka
. dan Pengendalian.Infeksi di Rumah Sakit.

dlbentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan RSUD (Direktur}

Dot ;dlpunpln oleh seorang ketua, dan Jabatan Ketua Komite PPI
Miibatan:, non ~ struktural yang berada dibawah dan bertanggung
ada Dlrektur .  TET R e iy B
.-r“‘h ketua dan sekretaris- komite PPI mempunym masa bakti

3t ga) tahun dan sesudah masa bakt1 berakhir akan ditetapkan

"‘empunyal tugas membantu D1rektur d1da1am Pengendalian
an Infeksn di Rumah SakLt dengan menj alankan kegiatan ©




an Surveilance

LR I

itor g Sterilisasi di RS ro T

O)ior g Peralatan kadaluarsa, ‘single- -Use men_]ach re-use

- [l ﬁg Pembuangan sampah 1nfect10n, caJran tubuh & darah
fioring pembuangan benda tajam & jarum

o nng kegiatan pelayanan makanan dan permesman

¢ pembongkaran, pembangunan dan renovasi

ng pelaksanaan isolasipasien” = TR

'm g Hand Higyene "i7.:"; - o -
nito g kepatuhan penggunaan APD

uL-jl‘ sanakan tugasnya, Ketua Komite PPI disamping dibantu oleh
¢ ,,_sekretans Juga ‘oleh :. IPCO" (Invectlon Prevention Control.

ot

= -
.

T R

Paragraf 4
Komite Etik dan Hukum

Pasal 81 l- e e e

.; ”‘Tn = et

" igsional lainnya. Ty TR
-3 Komite Etik dan Hukum merupakan _]abatan non struktural

‘bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

o kepada Direktur dalam hal : )
Pisiinan dan perumusan med1coet1klega.1 dan kode etik pelayanan

Kakit,

'pelayanan rumah sakit. :

Biiaraan etik penyelenggaraan fungs1 rumah ‘'sakit, Hospital Bylaws
) ed1cal Staf Bylaws.

Wliigugus tugas dalam penanganan masalah hukum di Rumah
ke U'ﬁmm Daerah Kota Kendari. ’

: okok komite etik dan hukum adalah

ékan rapat koord1na31 Kormte Etik dan Hukum denga Komite

s kewajiban antara pasien dan dokter.
:Direktur menyusun dan memmuskan medicoetiklegal dan
layanan Rumah Sakit. g
a;kan masalah pelanggara.n Et1k dan Hukum terhadap pegawai

8 Kendari. Lo g
dikan konflik et1k yang t1mbu1 antar profesi di RSUD Kota




i{omite Kesehatan dan Keselamatan Keda

taxL dan Keselamatan Kér_[a (K3) .adalah unit organisasi
.struktural)_yang_bertanggung jawab langsung kepada

iy

unit. pelaksana K3 Rumah Sakit beranggotakan unsur-unsur
dan jajaran direksi Rumah Sakit.© . - |

unit pelaksana K3 Rumh Sakit terdiri dari sekurang-
Ketua, Sekretaris dan anggota. ‘

magas ketua dibantu oleh wakil ketu dn sekretaris serta anggota -
oy 5581/ unit pelaksana K3 Rumah Sakit seba1knya adalah salah

e - : Beditivang beran'ggotakan seluruh unit kerja di Rumah Sakit.

Program K3 Rurnah Sakit. ; -
g31 K3 Rumah Sakit adalah : =

i s Lr.a A A adeb e -

asihat tentang mana_]emen K3 di tempat kerja, kontrol
gngeluarkan dan inisiatif pencegahan

- ..L:.
B

5

-

"

v

.

T

. 3
nh m'_. DUIEVERL TR TIR A

Pejabat Pengelola BLUD RSUD ‘Ko'-c’a Kendari disesuaikan

T ey =




Bagian Kesatu
. Tujuan Pengelolaan

Pasal 84 © [ 1T

}er Daya Manusia merupakan | pengaturan dan kebuakan
i Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan

f dan kua.htatlf untuk mendukung pencapaian tujuan
e ﬁs1en

Bagiaﬂ Kedua '
Penghargaan

£ b =t SR r

, - — .....‘—1-1,,- ,-—.‘3,,,. —am T‘r'""—'*‘ it = g

uuf erapkan kebuakan mengena.l penghargaan bagi pegawai yang
1 bai

Bagian Ketiga
: Disiplin dan Sanksi

:'Pasal 86

.‘,.dan serangka1an perilaku yang menunjukkan nilai prestasi,
gralitas dan tidak tercela;
a1 érhadap disiplin pegawai sebagaurnana dimaksud pada ayat

2 senksi atau hukuman. berdasarkan peraturan perundang-
Sieborlaku.  ne

- g Tl e

Pltaac— = oo Sl A

ohik Kendan antara lain 11ngkungan fisik, kimia, biologi, serta
v il ii ibah yang berdampak pada keschatan lingkungan internal,
.sternal dan halaman, taman, dan lain- lam sesuai peraturan

e oy Sirtege e e o

laan lingkungan dan iimbah RSUD Kota Kendari untuk :
ruang dan bangunan;
makanan dan minuman; -
air bersih dan air minum; .
pengelolaan linen; , . - o
pencemaran lingkungan; . «sid . s o,
Yiglian serangga dan binatang pengganggli,

T8RS 1'ﬂah sterilisasi ruang; dan

- yuluhan kesehatan hngkungan




ey e

]n ngelolaan lingkungan dan hmbah mehpuu
fiimbah cair dan padat; :

2 dan mengendalikan vector/ serangga

o stem lingkungan fisik dan b1olog1, dan

!*-f fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan,
i!:;a nelltlan/ pengembangan d1b1dang penyehatan lingkungan di
endari.

. BAB XII _
POLA TATA KELOLA STAF MEDIS

“Pasal 88
¢ ria di RSUD Kota Kendari sebagai staf medis, maka dokter
i mum atau dokter gigi harus memenuh1 persyaratan :

; %tenm yang dibutuhkan;
stiTanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP);
ii rohani; dan
.' dan moral yang baik.
Bagian Kedua
Kategori - T

- "»Pasal -89_':—_ ir\:;.ﬁ"-: = |

aigq alis; _ 1 L
.eﬂ pesmhs “of e :
h fedis Fungsional berdasarkan status kepegawalan rnehputl
L ,

:ﬂ_’ waktu; L . o

ebagmmana d1maksud pada ayat (3) huruf a, yakni dokter
" oleh pemilik atau yang mewakili untuk RSUD Kota Kendari
4i tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat, yang bekerja
ai s nama RSUD Kota Kendari serta bertanggung jawab pada
Wan kualifikasi sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta
Laf‘ k dan kewajiban sesuai ketentuan' peraturan perundang-
i“ berla_ku C e eo




A1y
T uL?

e s e D _? sebagaimana dimaksud peidd Aayat (8) huruf b, yakni

' % Pkerja tidak penuh dengan kualifikasi sesuai dengan
“’; | bidangnya serta mempunyai hak-dan kewajiban sesuai
-% firan perundang-undangan yang berlaku
" bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu dokter
dan keahliannya diundang secara khusus oleh Direktur
i atau membantu menangani kasus yang tidak dapat
" fStaf Medis Fungsional lain yang ada atau untuk
kan suatu teknologi baru dengan kualifikasi sesuai dengan
. |[dangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesual
. hran perundang-undangan yang berlaku
; "¢ | sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dokter
pahliannya direkrut oleh Direktur untuk memberikan
e ¢ tidak .secara langsung _menangani pasien dengan
. B dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak
- fsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
] i . e g \;E & spmmamioie
_ Bagian Ketiga
N Tujuan a ,5
: Pasal 90
‘ Pngorgamsaszan Staf Medls Fungszonal yvakni untuk
L L " hitu pelayanan medis RSUD Kota Kendari;
- - =1 Bpengorganisasian’ Staf Medis  Fungsional yakni untuk
I = Htu pelayanan med1s RSUD Kota Kendari, meliputi :
B . kerjasama’ yang'. balk antara mana_]emen dan Staf Medis
R " femilik dan Direktur; ="~ =TT
o3 LT fsinergi antara manajemen dan Staf Medis Fungsional
R . jingan pasien; dan .
; &« .. .. htanggung jawab Staf Medis F\mgsmnal terhadap mutu
R edls melalu1 pendldlkan dan pelatlhan
B E : Bagian Keempat
K 1 Lngorganisasian Staf Medis Fungsional

el belisy s T o e o

Staf Med S Fu gsional dlkelompokkan sesuai
kealjiliannya ,_atel_urdengan." cara lmrg_ dengan pertimbangan




= iar ftaf Medis Fungsional berdaéar‘kan _spesialisasi/ keahlian
dengan spesxahsam/ keahhan yang sama dlkelompokkan
kelompok medis. . : B
Pasal 92 s

L

u
et 2 b i

| Medls Fungsmnal dapat dllakukan ‘cara lain "dengan
= lg melalui : - et - ' :

yang dilakukan karena jumlah doktér” “spesialis terseébut
“#}(dua) ~orang “ sehingga’ .tldak‘:"memungkmk,an untuk

didalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis di

§ dokter spesmhs mas1h kurang sechingga tidak
hembentuk kelompok stdf medis fungsional sendiri yang
bagian tugas daq. wewenang yang jelas dan dltuangkan

'menjadi kelompok staf medis fungsional sendiri atau
kelompok staf medls fungsional bedah atau kelompok

dan wewenang yang dltuangkan d1 dalam kebijakan dan
bn medis di RSUD Kota Kendan N

s oepE e -

KAE ;

Bagian Kelima e
epengurusan Staf Medis Fungsional .

- | staf Medm Fungsmnal dapat dljabat oleh dokter purna
' ‘-,-mematau dokte; paruh waktu / part time;

443 d13usun oleR komite' medik o

~ i wajib rnellbatkan komlte med1k dan Direktur;

_ pemilihan ketua kelornpok Sta.f Medis Fungsional
+ |[disahkan oleh Dlrektur Hi-f
- h-kelompok Staf Medis. Fungsmnal adalah 3 (tiga) tahun
h kembah hanya untuk 1 (satu) ka.h perlode masa bakti

; ‘F:naga ‘dokter™ speszahs. __ dengan - speszahsam/ keahlian

medis sendiri dengan memperhatikan kemiripan disiplin
ikuti dengan pembagian dan tugas serta wewenang yang




' Pasal 94

: #e dalam kelozﬁpok Staf Medis Fizngsional ditetapkan oleh
. ; fomite medik’yang dilengkapi perjanjian kerja ‘masing-

. htuk mewujudkan = kejelasan  fungsi, tugas dan

Bagianjxeenam

o : Eerja, Fungsi dan Tugas Staf Medis Fungsional

Pasal 95

Fungsional secara administratif bertanggung jawal:;
ngkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung
ledik melalui ketua kelompok Staf Medis.

'~ Pasal 96
Tugas dan Fungsi
.pnal mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan
..jdan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan di

al mempunyai tugas

rkegiatan profesi yang meliputi Prosedur diagnosis,
ncegahan, pencegahan. akibat penyakit, peningkatan
serta mendokumentasikan dalam dokumen rekam

‘emampuan profesinya melalui program pendidikan/
elanjutan; : '

fualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar
dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan:
igumpulkan, menganalisis, dan membuat laporan
lkator mutu klinik,

Pasal 97
Tanggung Jawabh

nendasi melalui komite medik/sub komite kredensial
terhadap permohonan penempatan Dokter baru di
| diatur dalam peraturan internal staf medis {medical

si penampilan kinerja praktik Dokter berdasarkan
hensif, dilakukan melalui beer review, audit medis
fy improvement;:

tpatan bagi' para Dokter untuk mengikuti continuing
pment (CPD), masing-masing kelompok staf medis
rogram CPD bagi semua anggotanya;

kan kepada:Direktur melalui komite medis hal-hal
. praktik kedokteran;. . j;,ht

LSS L R




g e

Y,

aporan kepada Direktur melalui komite medis, meliputi
fhuan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik
Sanaan program pengembangan staf dan lain-lain.

. rbaikan (up dating) standar prosedur operasinal atau

tkaitnya yang disempurnakan secara berkala sehingga
4 situasi dan kondisi.

: Pasal 98
. Kewajiban

Ihdar Prosedur Operasional pelayanan medik yang terdiri

' goedur Operasional di bidang adinistrasi/ manajericl

igaturan tugas rawat jalan, pengaturan tugas rawat inap,
fugas jaga, pengaturan- tugas rawat intensif, pengaturan
famar operasi, kamar bersalin dan lain sebagainya,

Erisite/ ronde, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus

J —_ kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu),

bnsultasi, dan Iain-lain. Penyusunan Standar Prosedur

= [hi di bawah koordinasi Direktur;

Sedur Operasional Pelayanan Medis dj bidang keilmuan/
fadalah Standar Pelayanan Medis yang dibuat oleh
taf Medis, meliputi tata cara permheriksaan penyakit sampai
ntatalaksanaan sertg pemeriksaan penunjang yang
IMasing-masing kelompok Staf Medis menyusun Standar
Medis minimal untuk 10 (sepuluh) jenis penyakit,
Standar Prosedur Operasional ini di bawah koordinasi

ator mutu klinis. Masing-masing kelompok staf medis
mal 3 (tiga) jenis indikator mutu output atan outcome;
flan  tugas dan kewenangan untuk . masing-masing

Hlayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar

¥ standar prosedur operasional serta kebutuhan medis

! ke dokter spesialis atau dokter gigi spesialis lain yang
ihlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak
kan suatu pemeriksaan atay pengobatan;

gala sesuatyu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan
len itu meninggal; o .

folongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali hila,
ng lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

11 pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
I kedokteran gigi; .

medis lain dalam keahlian.yang sama sebagai pengganti
igan, jika tidak harus dikonfirmasikan kepada pasien yang

njelasan secara lengkap kepada pasien sebelum tindakan
fdisetujui pasien dan atau keluarga pasien {informed

rnedis. dan mematuhi"petunjqk‘ peléiiéanaannya;

M:';” i kendali mutu’dan biaya;. —voe- - -« e

tkan rumah sakit tentang obat dan formularium Rumah

T [l T =




»* er Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis membuat
i{i&i ay .

v g 4.

Bagian Ketujuh
Kewenangan Staf Medis Fungsional

Pasal 99
' ' R
g 6na1 mempunya wewenang ,

b rekomenda51 kepada Direktur melalui ketua komite
i Jf rmte kredensial. terhadap permohonan penempatan dokter
empatan ulang dokter di RSUD Kota Kendari;

aluas1 penampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data
"w énsﬁ' melalui prosedur tetap, aud1t medis atau program uji

Cin masukan kepada Dlrektur melalui . komite medik terkait
l'iﬁfi dokter. .

Bagian Kedelapan.:
Penilaian Staf Medis Fungsional

i

Pasal 100

fomite medik menyangkut keprofes1an rnehputl

Sedur Operasional;

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 101
o ;,u, dlperlukan dari pelaksanaan tata kelola BLUD RSUD Kota

teha ik&m pada Anggaran Belanja BLUD RSUD Kota Kendari dan




